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BUPATI SEMARANG 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
 

NOMOR   6   TAHUN   2013 
 

TENTANG 

 
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG  

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN SEMARANG 

 
 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan 

Angka Romawi III Angka 6 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 yang menyebutkan 
bahwa dalam rangka penguatan struktur permodalan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba 
bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang 
layanannya belum mencapai 80% (delapan puluh per 
seratus) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan 
pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, 
peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem 

penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik 
serta peningkatan kualitas dan pengembangan 
cakupan pelayanan; 

 
   b. bahwa dalam rangka untuk mempercepat capaian 

tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka 
perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah 

berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah 
Air Minum Kabupaten Semarang; 
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c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Penyertaan  

Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah 
yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 

berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang Penyertaan Modal Daerah Berkenaan; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 

Semarang Pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Semarang; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga 
dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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9. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3500); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Sistem Pengembangan Air Minum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 



4 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang 

Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 

Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang Seri D Nomor 4 Tahun 1981); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan 
Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Seri D Nomor 12 Tahun 1989 Nomor 12);  

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Semarang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 5 
Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 5); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 1); 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang  Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 13); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14); 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

dan 

BUPATI SEMARANG 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG. 

 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah 
Kabupaten Semarang. 

6. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang 
semula kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum 
lainya yang dimiliki negara.  
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7. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha 
yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan. 

8. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang yang selanjutnya 
disingkat PDAM Kabupaten Semarang adalah Badan Usaha Milik Daerah 

Kabupaten Semarang sebagai penyelenggara dan penyedia air minum. 
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 

oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah. 

10. Millenium Development Goals selanjutnya disingkat MDGs adalah sebuah 

paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konperensi Tingkat 
Tinggi Millenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di 

New York pada bulan September 2000. 
 

 
BAB II 

 

PENYERTAAN MODAL 
 

Pasal 2 
 

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal untuk penambahan 
modal pada PDAM Kabupaten Semarang. 

 

(2) Nilai nominal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebesar Rp. 7.695.000.000,- (tujuh milyar enam ratus sembilan 

puluh lima juta rupiah). 
 

 
Pasal 3 

 

Penyertaan modal dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) dilakukan sampai dengan tercapainya target MDGs tahun 2015. 

 
 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Semarang 

dilaksanakan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
 

BAB III 
 

SANKSI ADMINISTRASI 

 
Pasal 5 

 
Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal dikenai sanksi 

administrasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
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BAB IV 

 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang. 

 
 

 
Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal  23 - 04 - 2013 

 
BUPATI SEMARANG, 

 
CAP TTD 

 
MUNDJIRIN 

 

 
Diundangkan di Ungaran 

pada tanggal  23 - 04 - 2013  
    

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG 

               

CAP TTD 
 

ANWAR HUDAYA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 6 
 

Diperbanyak 

Sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG, 

 
 
 

JATI TRIMULYANTO 
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PENJELASAN 

 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
 

NOMOR   6   TAHUN   2013 
 

TENTANG 

 
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG  

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN SEMARANG 

 
 
I. UMUM. 

 
Dalam rangka untuk penambahan, peningkatan, perluasan 

prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun 
non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan 

pelayanan sesuai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 
2015. Millenium Development Goals (MDGs) adalah sebuah paradigma 
pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi 

Millenium oleh 189 (seratus delapan puluh sembilan) negara anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 2000. 

Salah satu target Millenium Development Goals (MDGs) adalah 
menurunkan sebesar separuh, Proporsi penduduk tanpa akses terhadap 

Sumber Air Minum yang Aman dan Berkelanjutan serta Fasilitas Sanitasi 
Dasar. Salah satu indikator yakni pelayanan air perpipaan di wilayah 

perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan wilayah 
perdesaan sebanyak 60% (enam puluh seratus) dari jumlah penduduk 
yang menjadi cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM), dividen yang telah disetor harus diinvestasikan kembali. 
 

Dalam rangka untuk mempercepat capaian tujuan sebagaimana 
tersebut di atas, maka perlu adanya dukungan dana dari pemerintah 

daerah berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Semarang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah dimana Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila 
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah 
Berkenaan. 

 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah 

Kabupaten Semarang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Semarang. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL. 
 

Pasal 1 

 
Cukup Jelas.  
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Pasal 2 
 

Cukup Jelas. 

  
Pasal 3 

 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 4 
 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 5 
 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 6 

 
Cukup Jelas. 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


